BAB V
PENUTUP
1.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam
menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap
pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca
buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP,
kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak
TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar
TKP yang berupa kesalahan petugas identifikasi (error in persona) selama
membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari saksi atau orang lain yang
dicurigai sebagai pelaku tindak pidana.

2. Peran sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana
sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan pelaku secara ilmiah.
Identifikasi sidik jari berperan sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat
bukti lain. Peran alat bukti sidik jari dalam mengungkap pelaku kejahatan
sebagai alat bukti petunjuk dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara
pidana adalah sah dan kuat sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara pidana Pasal 7 huruf f, Undang-Undang Kepolisian
Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (1) dan Peraturan KAPOLRI Nomor

14 Tahun 2012 Pasal 10 Ayat (3) huruf d dan e, bahwa peran sidik jari

48



mempunyai tingkat kredibilitas (prihal yang dapat dipercaya) yang tinggi

dan memenuhi kriteria reabilitas (ketepatan dan ketelitian), sehingga dapat

dipergunakan sebagai alat bukti. Berdasarkan syarat-syarat suatu alat bukti

diatas menunjukkan bahwa kekuatan hukum sidik jari dapat memberikan

pengaruh dan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan.
1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta bertolak dari hambatan
yang timbul pada pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana, maka
penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk aparat penyidik, hendaknya menuju ke TKP secepat mungkin, segera
setelah adanya laporan dan pemberitahuan dari Kepala Sentra Pelayanan
Kepolisian (KSPK);

2. Untuk aparat penyidik, hendaknya melakukan pemeriksaan sidik jari dengan
teliti dan hati-hati, mengingat saat ini peralatan yang digunakan masih
sederhana;

3. Untuk pemerintah, hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pihak
kepolisian khususnya Urusan Identifikasi, terutama untuk memberikan
peralatan pemeriksaan sidik jari yang canggih;

4. Untuk pemerintah, hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang

khusus mengatur tentang sidik jari.
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